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ABSTRAK 

 

Desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kemandirian 

daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tingkat kemandirian daerah 

dan bagaimana tingkat kemandirian daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 33 provinsi di 

Indonesia pada tahun 2011-2019. Hasil dari penelitian ini adalah (1) secara umum 

tingkat kemandirian daerah masih dalam kategori rendah dan sangat rendah. (2) secara 

keseuruhan tingkat kemandirian daerah tidak signifikan dan memiliki pengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. (3) secara keseluruhan variabel investasi signifikan 

secara statistik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. (4) Variabel Human 

capital dan tenaga kerja tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Efisiensi Annggaran, Pertumbuhan Ekonomi.  
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ABSTRACT 

 

Fiscal decentralization basically has the aim of increasing regional independence. The 

purpose of this study is to identify the level of regional independence and how regional 

independence can encourage economic growth. The data used in this study is panel data 

from 33 provinces in Indonesia in 2011-2019. The results of this study are (1) in general 

the regional independence is still in the low and very low category. (2) overall regional 

independence is not significant and has a negative effect on economic growth. (3) 

overall investment variables have a statistically significant positive effect on economic 

growth. (4) Human capital and labor variables are not significant effect on economc 

growth. 

Keywords: Fiscal Decentralization, Budget Efficiency, Economic Growth.  
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1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

 Pada saat ini hubungan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah telah 

berkembang, perkembangan ini dikarenakan adanya desentralisasi. Desentralisasi 

pada umumnya dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah, desentralisasi sendiri dimulai pada tahun 1990an. 

Dalam melimpahkan wewenangnya, desentralisasi dibagi menjadi tiga bidang yaitu 

fiskal, administrasi, dan politik. Oates (1999) mengatakan bahwa lebih baik jika 

beberapa tugas diberikan kepada pemerintah daerah, agar pengembangan yang 

dilakukan daerah sesuai dengan yang  dibutuhkan masyarakat.  

 Desentralisasi fiskal merupakan pemberian wewenang dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah dalam hal mengelola anggaran daerahnya sendiri, seperti 

mampu untuk mengambil keputusan dalam belanja. Desentralisasi fiskal di 

Indonesia telah diberlakukan mulai tahun 2001 dan sampai saat ini peraturan yang 

mengatur desentralisasi fiskal sudah banyak mengalami perubahan. Perkembangan 

yang terjadi pada desentralisasi fiskal dapat dilihat dari adanya rancangan APBN 

pada tahun 2016, yang semula bernilai sebesar 770,2 triliun  meningkat menjadi 

776,3 triliun. Dana tersebut lebih besar dari dana yang diberikan kepada 

kementerian yang hanya memiliki dana 767,8 triliun. Hal ini menunjukan bahwa 

dana yang diberikan untuk pembangunan daerah menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan. 

 Pada pelaksanaan desentralisasi fiskal yang ada di Indonesia pendanaan yang 

didapatkan daerah dibagi menjadi tiga, yaitu: dana perimbangan, PAD (Pendapatan 

Asli Daerah), dan pendapatan sah lain-lainnya. Pemberian dana transfer yang 

diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan akan mendorong 

terciptanya kesempatan kerja, mengatasi kemiskinan dan meningkatkan barang dan 

layanan publik. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, setiap daerah memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan itu memiliki beberapa aspek yang 

mempengaruhinya seperti kelembagaan, jumlah penduduk, dan kapasitas fiskal. 

Perbedaan tersebut yang membuat pertumbuhan yang terjadi pada setiap daerah 

berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan 

daerah diperlukannya efisien dalam  hal pengelolaan keuangan. Dana perimbangan 
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merupakan pendapatan yang paling besar didapatkan oleh pemerintah daerah. Dana 

perimbangan itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian (DAU, DBH, DAK), setiap bagian 

memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Perbedaan itu diharapkan dapat membantu 

daerah dalam mengelola keuangan. 

 Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal pada tahun 2001, pelaksanaan 

desentralisasi fiskal di Indonesia telah meningkat pesat. Peningkatan tersebut dapat 

dilihat dari kenaikan jumlah pada dana perimbangan yang diberikan kepada daerah 

setiap tahunnya. Berikut besaran dana transfer kepada daerah pada grafik berikut; 

Grafik 1. Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2001-2008 

 

Sumber : Depkeu, NKRAPBN 2009 dan RAPBN 2010 

 Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat perkembangan dana perimbangan yang 

ditransfer kepada daerah selalu meningkat, terutama dari DAU. Peningkatan DAU 

sangat signifikan pada tahun 2006 meningkat sampai 145.7 triliun rupiah, jika 

dilihat pada awal diberlakukannya desentralisasi fiskal pada 2001 DAU hanya 

memberikan dana sebesar 60.3 triliun rupiah. Selain DAU yang meningkat, DBH 

mengalami peningkatan secara konsisten. Peningkatan yang terjadi pada DBH 

mencapai 78.4 triliun rupiah. DAK yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah 

mengalami peningkatan. DAK yang mulai diberlakukan pada tahun 2003, pada 

awalnya hanya diberikan dana 2.7 triliun rupiah dan meningkat sampai 20.7 triliun 

rupiah pada tahun 2008. Peningkatan dana perimbangan diiringi oleh meningkatnya 

jumlah daerah sehingga kebutuhan atas pendanaan daerah meningkat, peningkatan 

20.7 25.5 31.4 
37.9 

50.5 
64.9 62.9 

78.4 

0 0 2.7 2.8 4 
11.6 16.2 20.7 

60.3 
69.2 

76.9 82.1 
88.8 

145.7 

164.8 
179.5 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

R
p

 T
ri

liu
n

 

 Dana Perimbangan 

DBH 

DAK 

DAU 



3 
 

pendanaan daerah sama dengan meningkatnya dana perimbangan (Bappenas, 

2007). 

 Pemberian dana kepada daerah-daerah dalam bentuk dana perimbangan, pada 

pelaksanaannya belum bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah-daerah. Hal 

ini masih menjadi perdebatan karena perbedaan dari beberapa hasil penelitian. 

Penelitian Davoodi dan Zou (1998) menunjukan bahwa desentralisasi fiskal tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara berkembang. 

Zhang dan Zou (1998) menunjukan bahwa desentralisasi memiliki pengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk penelitian Malik et al (2006) menunjukan 

bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Miri et al 

(2017), meneliti hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di 

maroko pada tahun 2003-2014. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh 

jangka pendek dan jangka panjang memiliki perbedaan, pada jangka panjang 

memiliki hasil signifikan positif sedangkan untuk jangka pendek signifikan negatif. 

Adanya perdebatan yang terjadi tersebut membuat peran desentralisasi fiskal masih 

dipertanyakan hingga saat ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, pemberlakuan desentralisasi fiskal tidak selalu 

mendorong pertumbuhan secara signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Woller dan Philips (1998) disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal tidak 

mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara 

yang sedang berkembang. Sedangkan Oates (1993) mengatakan bahwa adanya 

desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat, karena pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan produksi dan 

pengadaan barang publik. Di Indonesia sendiri masih belum diketahui apakah dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi, karena masih banyak daerah-daerah di 

Indonesia masih menjalankan daerah dengan menggunakan dana transfer dari 

pemerintah pusat. Transfer yang diberikan pusat kepada daerah merupakan 

instrumen yang digunakan dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Salah satu peran 

dari desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah, dengan melihat 

kemandirian daerah dapat dilihat apakah kebijakan desentralisasi fiskal berjalan 

dengan lancar atau tidak. Pada kenyataanya pemberian dana transfer tersebut masih 

belum teridentifikasi apakah dapat menciptakan kemandirian daerah tercapai atau 
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tidak, dan pengaruhnya kepada pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. 

Penelitian ini berfokus untuk menganalisa kemandirian daerah dan melihat apakah  

kemandirian daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang, dengan adanya desentralisasi fiskal yang belum 

secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan adanya masalah 

tersebut maka berikut tujuan penelitian yang diajukan sebagai berikut; 

1. Mengidentifikasi besaran kemampuan keuangan setiap provinsi 

2. mengidentifikasi pengaruh kemampuan keuangan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

 Hasil temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para petinggi dalam 

menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal. Selain itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi informasi bagi peneliti lain yang ingin memperdalam 

pengertian tentang bagaimana hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan 

ekonomi. 

1.4 Kerangka Pikir 

Desentralisasi Fiskal  
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Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Pembagian 

yang terdapat dalam UU diharapkan dapat mengatasi ketimpangan horizontal 

(Horizontal imbalances) dan ketimpangan vertikal (Vertical imbalances). Untuk 

mengatasi ketimpangan horizontal (Horizontal imbalances) maka pemerintah 

menggunakan DAK dan DAU sedangkan untuk mengatasi ketimpangan vertikal 

(Vertical imbalances) menggunakan DBH. Selain dana perimbangan, daerah 

memiliki sumber pendanaan lain yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

pendapatan lainnya yang sah. Dengan keunggulan informasi yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah, akan membuat pendanaan atau transfer yang diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah dapat dimanfaatkan dengan baik. Penggunaan dana 

yang baik dapat dilihat melalui peningkatan layanaan publik dan barang publik 

yang disediakan oleh pemerintah daerah (terciptanya efisiensi). Transfer yang 

diberikan pusat kepada daerah merupakan instrumen yang digunakan dalam 

kebijakan desentralisasi fiskal. Salah satu peran dari desentralisasi fiskal adalah 

menciptakan kemandirian daerah, dengan melihat kemandirian daerah dapat dilihat 

apakah kebijakan desentralisasi fiskal berjalan dengan lancar atau tidak. 

Kemandirian daerah sendiri tercipta dikarenakan adanya pengalokasian dana yang 

dilakukan pemerintah daerah juga berpengaruh penting dalam mendorong efisiensi, 

pengertian efisiensi adalah pengalokasian dana yang ada dilakukan dengan tepat 

sasaran. Pengalokasian dana yang tepat sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

 Teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Solow mengatakan bahwa suatu 

produksi output dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja dan teknologi. Peran 

teknologi yang ada pada teori Solow, sesungguhnya menjadi faktor yang penting. 

Pada penelitian ini variabel tersebut diganti dalam dalam bentuk human capital, 

dimasukannya human capital dikarenakan belum ada tolak ukur yang pasti untuk 

kemajuan kemajuan teknologi. Penggunaan human capital secara tidak langsung 

dapat menunjukan seberapa baik kualitas sumber daya daerah dan peningkatan 

yang terjadi pada sumber daya manusia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

selayaknya teknologi, penggunaan variabel human capital didukung oleh penelitian 

Miri et al (2017).  


